




GAMBARAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR 
REFUGEES (UNHCR) DAN PERMASALAHAN STATELESS DI 
MALAYSIA 
Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai gambaran umum United 
Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) yang meliputi sejarah 
UNHCR, fungsi dan mandat UNHCR, serta eksistensi UNHCR di Malaysia. Selain 
itu, juga dibahas permasalahan stateless yang terjadi di Malaysia dan kebijakan 
Pemerintah Malaysia terhadap stateless.  
2.1 Gambaran Umum UNHCR 
UNHCR merupakan organisasi perwakilan PBB yang dibentuk berdasarkan 
Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V), tepatnya berada di bawah The Economic 
and Social Council (ECOSOC). UNHCR diketuai High Commissioner yang dipilih 
oleh Majelis Umum PBB berdasarkan nominasi dari Sekjen PBB dan memiliki 
tanggung jawab pada Majelis Umum PBB dan ECOSOC.1 High Commissioner 
memberikan tugas UNHCR dengan bantuan seorang Wakil Komisaris Tinggi dan 
Asisten Komisaris Tinggi untuk masalah perlindungan dan operasi. High 
                                                          
1 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia, Jakarta: PT. Suhbahtera 




Commissioner UNHCR saat ini adalah Filippo Grandi dengan masa jabatan 2016 
sampai 2030.2 
Dalam perkembangan sejarah, pada tahun 1921 LBB membentuk The High 
Commissioner for Refugee untuk menangani pengungsi Rusia. Mandat tersebut 
diperluas untuk menangani pengungsi-pengungsi lainnya pada tahun 1924. Pada 
tahun 1933-1938 juga telah dibentuk Komisariat Tinggi untuk pengungsi Jerman. 
Pada tahun 1938, kantor pengungsi internasional yaitu The Nansen International 
Office of Refugee dan Komisariat Tinggi untuk pengungsi Jerman bergabung 
menjadi Komisariat Tinggi (The High Commisioner of The League of Nations for 
Refugees) untuk LBB pada tahun 1939-1946. 
Pada tahun 1943 LBB membentuk United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration (UNRRA). UNRRA tugas utamanya yaitu menetapkan status 
hukum dan memastikan diberikannya perlindungan internasional kepada para 
pengungsi. Setelah Perang Dunia II, LBB digantikan oleh PBB. PBB membentuk 
International Refugee Organization (IRO) yang bertugas menangani pengungsi dan 
orang orang terlantar (dispalced person) sebagai korban Perang Dunia II selama 
1946-1952.3 Pada tahun 1950, PBB menggantinya dengan membentuk United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).4 UNHCR memiliki 
wewenang lebih universal yang mencakup pengungsi di seluruh dunia. 
                                                          
2 UNHCR, The High Commissioner, Diakses dalam: https://www.unhcr.org/asia/the-high-
commissioner.html (19/5/2021; 11.03 WIB) 
3 Achmad Romsan, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan 
Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Bandung: Sanic Offset, hlm 163 




Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No, 319 (IV) tanggal 3 
Desember 1949, Sidang Umum PBB memberikan hasil keputusan bahwa 
pembentukan UNHCR yang mulai berlaku pada 1 Januari 1950.5 Kantor pusat 
UNHCR berada di Jenewa, Swiss. UNHCR memiliki fungsi utama untuk 
memberikan perlindungan internasional, memberikan solusi jangka panjang bagi 
pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi internasional. Mandat UNHCR 
ditentukan oleh Statuta UNHCR 1950. Mandat UNHCR yaitu adanya program 
kerja tiga tahun yang dikhususkan untuk membantu pengungsi Eropa akibat Perang 
Dunia II. Pada tahun 2003, Majelis Umum memperpanjang mandat organisasi 







Bagan 1.1 Posisi UNHCR dalam PBB6 
The United Nations System 
                                                          
5 Stephane Jaquemet, 2004, Mandat dan fungsi dari komisariat tinggi PBB (UNHCR), Indonesian 
Journal of International Law, Vol. 2, No 1 
6UNGM, The United Nations System Organizations, Diakses dalam: 



















UNHCR memiliki mandat untuk mengatur tindakan internasional dalam 
melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia. 
Tujuan utama UNHCR adalah melindungi hak-hak dan kesejahteraan para 
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pengungsi. Organisasi ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang dapat 
menggunakan haknya untuk mencari suaka dan menemukan perlindungan yang 
aman di Negara lain, dengan pilihan untuk kembali ke rumah secara sukarela, 
berintegrasi dengan lokal atau bermukim di negara ketiga. Kelompok individu yang 
menjadi fokus UNHCR yaitu Pencari suaka atau Asylum-seekers (individu yang 
mencari perlindungan internasional), Pengungsi Internal atau Internally Displaced 
People (individu yang mencari keselamatan di bagian lain negara mereka), 
Pengungsi atau Refugees (orang-orang yang melarikan diri dari konflik atau 
penganiayaan), Orang Tanpa Kewarganegaraan atau Stateless Person (Orang yang 
tidak memiliki kewarganegaraan dan dapat berjuang untuk mewujudkan hak asasi 
mereka), dan Pengungsi yang kembali ke negara asal atau Returnees (orang yang 
akhirnya kembali ke rumah mereka).7 Semua kelompok tersebut tidak mendapatkan 
cukup perlindungan. 
Pada awalnya, pengungsi dan stateless tidak dibedakan. Hal ini karena 
keduanya mendapatkan perlindungan internasional. Namun setelah Perang Dunia 
II berakhir, banyak masyarakat internasional menghadapi permasalahan stateless. 
Oleh karena itu, UNHCR diberi mandat untuk membantu stateless person.8 
Mengingat masalah pengungsi dan stateless sering tumpang tindih, masalah 
stateless dalam banyak hal memerlukan pendekatan yang sama dalam berurusan 
dengan pengungsi. Mandat UNHCR adalah dasar hukum kegiatan UNHCR dan 
                                                          
7 UNHCR, Who We Help, Diakses dalam: https://www.unhcr.org/asia/who-we-help.html 
(19/5/2021; 10.44 WIB) 
8United Nations, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Diakses dalam: 
https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/office-of-the-united-nations-high-commissioner-for-




alasan keberadaannya. Mandat ini menginformasikan apa yang seharusnya 
dilakukan UNHCR (ruang lingkup materi) dan untuk siapa (ruang lingkup pribadi).9 
Pada awalnya mandat UNHCR hanya sebatas menangani masalah pengungsi, ruang 
lingkup pribadi tersebut kemudian diperluas untuk menangani stateless. Mandat 
UNHCR berdasarkan pada serangkaian Resolusi Majelis Umum, khususnya 
Resolusi 50/152 tahun 1995 dan 61/137 tahun 2006 yang mempercayakan UNHCR 
dengan tanggung jawab untuk keadaan stateless. 
Berdasarkan Resolusi Dewan ECOSOC No. 526A tanggal 26 April 1954, 
Pada 28 September 1954 ditetapkan Konvensi 1954 tentang Status Stateless 
Person.10 Berlakunya konvensi ini sejak tanggal 6 Juni 1960 sesuai dengan article 
9.11 Konvensi 1954 memiliki prinsip dasar yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip 
mempertahankan asas resiprositas dan prinsip bahwa stateless layak menikmati hak 
dan kebebasan fundamental. Konvensi ini terbagi dalam tiga kategori: ketentuan 
yang menetapkan definisi "stateless", hal-hal yang berkaitan dengan hak dan 
kewajiban dan ketentuan yang mengatur hal-hal seperti aksesi ke Konvensi dan 
kerja sama Negara-negara Pihak dengan UNHCR. Maksud dan tujuan dari 
Konvensi 1954 adalah untuk memastikan bahwa stateless menikmati pelaksanaan 
hak asasi manusia mereka seluas mungkin. Di bawah Konvensi 1954, stateless 
person harus diperlakukan sama dengan warga negara dalam kaitannya dengan 
                                                          
9 UNHCR, UNHCR's mandate for refugees, stateless persons and IDPs, Diakses dalam: 
https://emergency.unhcr.org/entry/55600/unhcrs-mandate-for-refugees-stateless-persons-and-idps 
(21/5/2021; 19.32 WIB) 
10 Sri Setianingsih Suwardi, 2014, Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional, Jurnal Hukum 
Internasional, Vol. 2, No. 1, Diakses dalam: 
http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/76/pdf_30 (2/7/2021; 8.42 WIB) 




kebebasan beragama, kekayaan intelektual, akses ke pengadilan dan bantuan 
hukum, penjatahan, akses ke pendidikan dasar, bantuan publik, hak-hak buruh dan 
jaminan sosial.12 Selain itu, juga diperlakukan sama dengan warga negara asing 
sehubungan dengan perolehan properti, kebebasan berserikat, kebebasan bergerak, 
akses ke pekerjaan, wirausaha, perumahan dan akses ke pendidikan menengah dan 
tinggi. Semua stateless harus memperoleh hak mereka. Hak mereka harus 
dihormati, hukum harus dilindungi, hukum harus dipatuhi. Konvensi 1954 
dirancang untuk stateless person bukan pengungsi.13  
Dalam usaha untuk menjamin hak-hak asasi manusia, masyarakat 
internasional mengadakan perjanjian atau resolusi. Hasilnya, pada 30 Agustus 
1961, PBB menetapkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Stateless. 
Konvensi ini berkaitan dengan pengurangan keadaan stateless terutama melalui 
pengamanan dalam undang-undang kewarganegaraan.14 Hal penting dalam 
konvensi ini yaitu mewajibkan negara memberikan kewarganegaraan pada anak-
anak yang lahir dari stateless person di wilayahnya (termasuk kapal laut dan kapal 
udara). Konvensi 1961 menetapkan empat cara utama untuk mencegah 
statelessness:15 
                                                          
12 Ibid., 
13 Dafina Gueorguieva, 2012, Guidelines to Protect Stateless Persons from Arbitrary Detention, 
Stroma Ltd, hlm. 74 
14 Hanbook UNHCR, 2010, Mencegah dan Mengurangi KEADAAN TANPA 
KEWARGANEGARAAN Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, 
Geneva Switzerland : UNHCR 
15 T. Janner, 2021, Statelessness, Diakses dalam: https://www.refugeecouncil.org.au/stateless/ 




1. Mewajibkan negara untuk menjadikan anak anak stateless, sebagai warga 
negara mereka, jika anak-anak lahir di sana atau merupakan anak-anak dari 
warga negara mereka.  
2. Mensyaratkan jika suatu kewarganegaraan hilang atau ditinggalkan, itu 
hanya dapat hilang atau ditinggalkan jika orang tersebut memiliki atau 
mendapat kewarganegaraan lain. 
3. Melarang negara mengambil kewarganegaraan jika itu akan mengakibatkan 
statelessness dan melarang negara mengambil kewarganegaraan atas dasar 
ras, etnis, agama atau politik 
4. Mensyaratkan jika suatu negara mengambil alih wilayah dari negara bagian 
lain, bahwa pemindahan tersebut harus menyediakan kewarganegaraan bagi 
orang-orang yang dapat dibuat stateless. 
Stateless person mungkin tidak pernah melintasi perbatasan internasional, pernah 
tinggal di negara yang sama selama hidupnya. Namun, beberapa stateless person 
mungkin juga pengungsi atau orang yang memenuhi syarat untuk perlindungan 
tambahan. Stateless person yang termasuk dalam ruang lingkup Konvensi 1951 
tentang pengungsi berhak atas perlindungan berdasarkan instrumen itu.  
Pada tahun 1974, United Nations General Assembly memberikan mandat 
resmi kepada UNHCR untuk menghapuskan permasalahan stateless secara global 
dan melindungi hak-hak stateless person. Mandat ini sering disebut sebagai four 
dimensional mandate, yang berisi peran untuk mengidentifikasi stateless person, 




melindungi hak-hak stateless person. Berikut penjabaran mengenai mandat 
UNHCR:16  
1. Identifikasi  
UNHCR dalam menyusun sebuah strategi untuk menyelesaikan stateless perlu 
melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah tersebut seperti penyebab 
stateless, karakteristik penduduk, dan masalah yang stateless hadapi. Di banyak 
negara, fakta bahwa stateless person hidup di daerah pinggiran dan tidak 
berdokumen membuat identifikasi menjadi sulit. Untuk mengumpulkan informasi 
statistik dasar, UNHCR tidak hanya bekerja dengan pemerintah dan badan-badan 
terkait PBB, tetapi juga dukungan untuk kegiatan seperti sensus penduduk. 
UNHCR juga menganalisis alasan yang menyebabkan keadaan stateless dan 
meneliti situasi stateless person. Jika memungkinkan, UNHCR melakukan 
wawancara pada stateless person tentang situasi mereka dan mencari pandangan 
mereka tentang solusinya. UNHCR juga bekerjasama dengan pemangku 
kepentingan lainnya, termasuk institusi dan ahli yang memiliki pengaruh terhadap 
situasi tersebut. 
2. Pencegahan 
Cara efektif untuk menangani keadaan stateless adalah dengan mencegahnya terjadi 
sejak awal. UNHCR memberikan nasihat hukum kepada pemerintah tentang 
bagaimana memastikan undang-undang kewarganegaraan mereka sesuai dengan 
                                                          
16 R. Arnold, How UNHCR Helps Stateless People, Diakses dalam: https://www.unhcr.org/how-




standar internasional, termasuk yang ditetapkan dalam Konvensi 1961 tentang 
Pengurangan Keadaan Stateless dan perjanjian hak asasi manusia yang 
relevan. UNHCR menyarankan negara bagian tentang pengamanan yang 
diwajibkan dalam undang-undang kebangsaan untuk melindungi anak-anak dari 
keadaan stateless. UNHCR juga bekerja untuk memastikan penguatan sistem 
pencatatan sipil, mempromosikan pentingnya mendokumentasikan penduduk, 
memberikan pelatihan dan nasihat teknis kepada pihak berwenang untuk 
memastikan bahwa keputusan tentang kewarganegaraan dibuat tanpa diskriminasi 
dan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. 
3. Reduksi 
UNHCR bekerja dengan pemerintah untuk membantu negara membuat perubahan 
pada undang-undang dan prosedur, yang diperlukan untuk mengakui stateless 
person sebagai warga negara. Selain itu, UNHCR juga bekerja sama dengan LSM, 
organisasi masyarakat sipil, mitra PBB, dan media untuk mempublikasikan 
perubahan ini sehingga stateless person mengetahui bagaimana menjadi warga 
negara. UNHCR juga membantu mitra untuk memberi saran yang lebih baik kepada 
stateless person tentang cara mengakses kewarganegaraan melalui nasihat dan 
perwakilan hukum. 
4. Perlindungan 
Melindungi stateless person berarti memastikan bahwa mereka dapat menggunakan 
hak asasi sampai mereka memperoleh kewarganegaraan. UNHCR memberikan 




mengakui stateless person dan memberi mereka status hukum bersama dengan hak 
asasi manusia. UNHCR melakukan ini dengan mendorong negara-negara untuk 
menyetujui Konvensi 1954 yang berkaitan dengan Status stateless person dan 
dengan mengadvokasi penghormatan hak-hak yang menjadi hak stateless person di 
bawah instrumen hak asasi manusia lainnya. Di tingkat akar rumput, UNHCR 
bekerja dengan LSM, kelompok hak asasi manusia dan mitra PBB lainnya untuk 
memastikan bahwa stateless person dapat memperoleh akses ke pendidikan, 
perawatan kesehatan, pekerjaan dan hak-hak dasar lainnya. Selain itu, juga bekerja 
dengan mitra untuk melindungi stateless person dari penahanan, perdagangan 
manusia, dan kekerasan yang tidak terbatas. 
PBB memilih UNHCR untuk membantu negara-negara dalam mencegah 
keadaan stateless. Hal tersebut karena pengungsi dan keadaan stateless yang 
tumpang tindih, namun juga karena berurusan dengan masalah perlindungan. 
UNHCR memiliki wewenang untuk memeriksa undang-undang kewarganegaraan 
mereka dengan maksud untuk mengadopsi dan melaksanakan undang-undang 
untuk mencegah terjadinya keadaan stateless dan untuk mencari solusi yang tepat 
untuk orang yang tidak memiliki perjalanan asli atau identitas lain dokumen, serta 
aktif menyebarluaskan informasi tentang akses kewarganegaraan, termasuk 
prosedur naturalisasi. 
UNHCR bekerja di 135 negara, dengan berbasis di kantor regional dan 
cabang serta sub kantor dan lapangan. UNHCR membantu stateless, dengan 
spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu termasuk perlindungan hukum, 




UNHCR diperoleh dari 86% dari pemerintah dan Uni Eropa, 3% dari organisasi 
antar pemerintah dan mekanisme pendanaan gabungan lainnya, sementara 10% 
lainnya berasal dari sektor swasta termasuk yayasan, perusahaan dan publik.17 
Selain itu, 1% dari anggaran PBB digunakan untuk biaya administrasi. 
UNHCR membantu negara dalam berbagai cara untuk memenuhi mandat 
keadaan stateless. Berdasarkan pengetahuan komparatifnya tentang prosedur 
penentuan keadaan stateless di berbagai Negara. UNHCR memberikan nasihat 
tentang pengembangan prosedur penentuan keadaan stateless yang baru dan 
peningkatan yang sudah ada. Selain itu, UNHCR dapat memfasilitasi pertanyaan 
yang dibuat oleh otoritas penentuan keadaan stateless dengan otoritas negara lain 
dan dapat bertindak sebagai sumber informasi tentang undang-undang dan praktik 
kewarganegaraan. Akses bagi pelamar ke UNHCR juga memainkan peran penting 
dalam memastikan kewajaran prosedur penentuan. UNHCR pun dapat melakukan 
penentuan keadaan stateless sendiri di tingkat individu atau kelompok jika 
diperlukan. 
UNHCR memiliki perwakilan di tingkat negara. Dalam setiap negara, 
pejabat yang bertanggung jawab umumnya disebut Perwakilan (Representative of 
the Office of the High Commissioner for Refugees). Perwakilan UNHCR bertindak 
atas nama Komisaris Tinggi dalam semua aspek kegiatan UNHCR di negara tempat 
ia diakui, termasuk:  
                                                          
17 UNHCR, 2020, Figures at a Glance, Diakses dalam: https://www.unhcr.org/asia/figures-at-a-




1. mempromosikan tujuan UNHCR;  
2. menjaga hubungan dengan pemerintah, misi diplomatik, lembaga PBB, 
organisasi antar pemerintah lainnya, LSM dan media;  
3. memastikan perlindungan Person of Concern;  
4. mempromosikan kepatuhan terhadap instrumen nternasional.  
Ada berbagai pengaturan kantor staf di lapangan tergantung pada operasi dan sifat 
darurat. Demikian pula struktur kantor UNHCR sangat bervariasi satu sama lain 
sehingga tidak ada 'organigram' standar untuk suatu negara. Fungsi-fungsi berikut 
umumnya hadir di tiap negara:18 
a. UNHCR Representative – bertanggung jawab atas operasi UNHCR 
termasuk kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan Mitra. Bertanggung 
jawab untuk penandatanganan Perjanjian Kemitraan, persetujuan alokasi 
dana (angsuran), aset atau sumber daya lainnya. 
b. Program function – memfasilitasi perumusan, negosiasi, perencanaan, 
desain dan pemantauan Perjanjian dengan Mitra. 
c. Project control function – memiliki pengawasan untuk proyek dan sumber 
daya yang dialokasikan kepada Mitra. 
d. Technical section – memberikan panduan tentang aspek teknis operasi 
seperti kesehatan atau pendidikan. 
e. Protection function – mengembangkan, memantau dan mengawasi strategi 
UNHCR terhadap Persons of Concern lainnya. 
                                                          
18 UNHCR, 2019, Guidance for Partnering with UNHCR, Diakses dalam: 




f. Staf lain seperti staf keuangan dan admin yang mendukung fungsi tersebut. 
Perwakilan UNHCR mengoordinasikan dan memberikan dukungan dalam hal 
operasi, strategi, alokasi sumber daya dan akuntabilitas. Mereka berbasis di kantor 
pusat atau di lapangan. 
2.2 Eksistensi UNHCR Di Malaysia  
Perwakilan UNHCR berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini, 
perwakilan UNHCR di Malaysia adalah Thomas Albrecht yang dipilih oleh 
Komisaris Tinggi UNHCR.19 UNHCR mulai beroperasi di Malaysia pada Mei 1975 
ketika para pengungsi Vietnam mulai berdatangan dengan perahu di pantai timur 
Semenanjung Malaysia dan negara-negara lain di kawasan itu. Pada tahun yang 
sama, pemerintah Malaysia meminta bantuan UNHCR untuk menangani pengungsi 
Vietnam. Sejak tahun 1975 hingga 1996, UNHCR membantu pemerintah Malaysia 
dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi orang-orang di kapal Vietnam. 
UNHCR telah memindahkan lebih dari 240.000 orang Vietnam ke negara-negara 
termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Prancis, Selandia Baru, Swedia, 
Finlandia, Denmark dan Norwegia.20 Dalam periode yang sama, lebih dari 9.000 
orang telah kembali ke Vietnam dengan dukungan UNHCR.  
Pemerintah Malaysia juga meminta bantuan UNHCR untuk menangani 
pengungsi Muslim Filipina yang melarikan diri ke Sabah. UNHCR membantu para 
                                                          
19 UNHCR, UNHCR Representative in Malaysia memorandum, Diakses dalam:  
https://www.unhcr.org/en-au/5d26ed654.pdf (2/7/2021; 20.18 WIB) 
20 UNHCR, UNHCR Representation in Malaysia, Diakses dalam: 
https://yhgxrc5yv5ckvjhpn25hdivaii-adv7ofecxzh2qqi-www-unhcr-org.translate.goog/en 




pengungsi Filipina dari tahun 1977 hingga 1987 dan menghentikan programnya di 
Sabah pada tahun 1987. Pemerintah negara bagian Sabah kemudian memikul 
tanggung jawab atas para pengungsi. Sejak penghentian program Sabah dan 
berakhirnya Comprehensive Plan of Action pada tahun 2001, UNHCR tidak 
memiliki perjanjian resmi dengan pemerintah Malaysia untuk menangani 
penentuan status pengungsi. Namun, UNHCR bekerja dengan Kementerian Luar 
Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Imigrasi dalam masalah pengungsi. 
Kurangnya lembaga pemerintah tertentu atau badan yang bertanggung jawab untuk 
berkoordinasi dengan UNHCR telah membatasi upaya untuk meningkatkan 
perlindungan di Malaysia. Meskipun demikian, UNHCR terus mempertahankan 
kantornya di Kuala Lumpur dan pemerintah Malaysia terus mengakui perwakilan 
UNHCR di Malaysia.21 
Eksistensi UNHCR di Malaysia dapat dilihat dari Malaysia yang terpilih 
menjadi pemimpin regional. 22 Pada tahun 1993 Malaysia terpilih sebagai anggota 
UNHCR untuk tahun 1993-1995 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Ketika 
pemimpin delegasi Malaysia terpilih sebagai Ketua sidang UNHCR ke-52 pada 
tahun 1995, hal ini menyebabkan peningkatan sumbangan Malaysia. Malaysia 
kemudian terpilih untuk melayani masa jabatan kedua di UNHCR dari 1996-1998. 
Pada tahun 2000 pemerintah membentuk Human Rights Commission of Malaysia 
(SUHAKAM), untuk menyelidiki pelanggaran HAM.  
                                                          
21 Equal Rights Trust, 2014, Equal Only in Name: The Human Rights of Stateless Rohingya in 
Malaysia, Diakses dalam: https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5444d3024&skip=0&query=stateless&coi=MYS&quer
ysi=2014&searchin=year&sort=date (18/6/2021; 19.05 WIB) 




Malaysia belum menyetujui konvensi stateless yang relevan serta tidak ada 
kerangka hukum dan kebijakan untuk perlindungan dan kesejahteraan mereka. 
Undang-Undang Imigrasi tahun 1959 memandang bahwa pengungsi dianggap 
sebagai migran illegal atau tidak berdokumen. Ketika tidak ada hak untuk tinggal 
di Malaysia secara sah, mereka tidak dapat bekerja secara resmi dan memiliki akses 
yang sangat terbatas dalam kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. UNHCR 
bersama dengan masyarakat sipil, mitra dan pemerintah Malaysia akan berintegrasi 
dalam memberikan perlindungan. Pilar strategis utama UNHCR di Malaysia yaitu 
partisipasi (mengembangkan dan memelihara program perlindungan berbasis 
komunitas yang terintegrasi dan lintas sektor), akuntabilitas (menjunjung standar 
tertinggi organisasi untuk transparansi dan integritas), pembelaan (advokasi 
strategis dengan berbagai pemangku kepentingan), akses (memprioritaskan 
kelompok dan individu rentan untuk memastikan mereka memiliki akses yang 
efektif ke layanan) dan kemitraan (UNHCR di Malaysia akan secara aktif 
melibatkan mitra baru). UNHCR di Malaysia memiliki lima sasaran yaitu:23 
1. Pengungsi Dan Stateless Person. 
Melalui program Build on its community-based protection (CBP), 
UNHCR akan melakukan pemetaan dan penilaian partisipatif dengan 
pengungsi dan jika sesuai dengan kelompok stateless di berbagai 
wilayah Malaysia.  
                                                          






2. Kerangka Hukum dan Kebijakan Untuk Pengungsi dan Stateless Person 
Di Malaysia. 
Kebijakan domestik dan kerangka hukum akan memberikan kepastian, 
prediktabilitas pengungsi dan masalah stateless yang lebih baik di 
Malaysia. Bagi stateless, terdapat sistem pencatatan kelahiran yang 
yang dilakukan dengan pengumpulan data demografis. Peran ini akan 
membantu upaya Pemerintah Malaysia untuk mengidentifikasi dan 
mengelola bagian yang 'tidak terlihat' tetapi penting dari populasi 
Malaysia, sesuai dengan Government’s Sustainable Development Goals 
Roadmap to 2030. Selain itu, juga terdapat strategi “Seeds for Solutions” 
yang dilakukan antara 2014-2016 dengan mendukung otoritas tingkat 
Federal dan Negara Bagian serta pemangku kepentingan masyarakat 
sipil untuk memetakan kelompok-kelompok stateless yang 
teridentifikasi, termasuk dalam pencatatan kelahiran dan dokumentasi. 
3. Pemangku Kepentingan yang Mendukung Komunitas Pengungsi 
UNHCR di Malaysia pada 2015-2016 melakukan pemetaan dan 
penilaian komprehensif terhadap kapasitas LSM dan masyarakat sipil 
yang bekerja dengan pengungsi di seluruh negeri.  
4. Solusi Transisional dan Tahan Lama. 
UNHCR melakukan perlindungan hingga menemukan solusi sementara 
ataupun permanen bagi para pengungsi agar memiliki masa depan yang 
lebih baik dan lebih stabil. 




Pendanaan berasal dari mitra non-tradisional baik di dalam maupun di 
luar Malaysia. Hal ini termasuk bisnis dengan program corporate social 
responsibility (CSR), organisasi filantropi dan berbasis agama, dan 
komunitas. 
UNHCR juga memiliki kerangka kerja untuk perlindungan anak. Hal ini 
menandakan komitmennya untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak yang 
menjadi perhatian melalui pencapaian tujuan berikut:24 
Sasaran 1: Anak perempuan dan laki-laki aman di tempat mereka tinggal, belajar 
dan bermain 
Sasaran 2: Partisipasi & kapasitas anak merupakan bagian dari perlindungan 
mereka 
Sasaran 3: Anak perempuan dan laki-laki memiliki akses ke prosedur yang ramah 
anak 
Sasaran 4: Anak perempuan dan laki-laki mendapatkan dokumentasi hukum 
Sasaran 5: Anak perempuan dan laki-laki dengan kebutuhan khusus menerima 
dukungan yang ditargetkan 
Sasaran 6: Anak perempuan dan laki-laki mencapai solusi yang tahan lama untuk 
kepentingan terbaik mereka 
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Sejalan dengan strategi lima tahun UNHCR di Malaysia untuk membangun 
komunitas pengungsi yang tangguh, strategi Unit Perlindungan Anak 2016-2020 
bertujuan untuk mengurangi risiko perlindungan yang dihadapi oleh anak-anak 
yang menjadi perhatian melalui: 
1. Kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumber daya 
dalam kegiatan pencegahan dan respons perlindungan anak.  
2. Memungkinkan dan memperkuat akses dan kualitas layanan yang diberikan 
melalui koordinasi, penilaian, program, dan advokasi bersama. 
3. Mengarusutamakan perlindungan anak ke semua sektor termasuk hukum, 
kesehatan, mata pencaharian, tempat tinggal, pendidikan dan perlindungan 
berbasis masyarakat untuk meminimalkan risiko bahaya dan memastikan 
kesejahteraan anak. 
4. Peningkatan kapasitas struktur berbasis komunitas untuk mengaktifkan dan 
mempertahankan akses ke mekanisme rujukan komunitas untuk 
mengidentifikasi, mencegah dan menanggapi penyintas anak. 
Unit Perlindungan Anak mencerminkan prinsip-prinsip kelangsungan hidup 
dan perkembangan dari Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC), non-
diskriminasi, partisipasi anak, dan kepentingan terbaik dengan melakukan kegiatan 
pencegahan dan tanggapan berikut: 
1. Manajemen kasus dicapai melalui wawancara, kunjungan rumah, 




psikososial, penempatan yang aman, bantuan kesehatan, pendidikan dan 
mata pencaharian.   
2. Kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk memungkinkan akses, 
memobilisasi, dan memaksimalkan sumber daya melalui keterlibatan aktif 
dengan pihak berwenang dan mitra, dan pertemuan Kelompok Kerja 
Perlindungan Anak triwulanan. 
3. Perlindungan Berbasis Komunitas dikoordinasikan melalui peningkatan 
kapasitas dalam komunitas pengungsi untuk memperkuat jalur multi-sektor 
untuk mencegah dan menanggapi risiko perlindungan anak. 
Risiko tinggi yang dihadapi anak–anak stateless di Malaysia yaitu Kekerasan 
Berbasis Seksual dan Gender, Pernikahan anak, orang tua anak dan kehamilan 
remaja, Perdagangan manusia, Penahanan anak-anak, pengabaian, Penjualan bayi, 
Pekerja anak dan mengemis, Rumah tangga yang dikepalai anak, Anak-anak tidak 
bersekolah dan Masalah terkait kesehatan. Tantangan utama dalam perlindungan 
anak di Malaysia yaitu Implementasi yang buruk dari CRC, CEDAW dan instrumen 
hukum lain yang relevan dengan perlindungan anak-anak pengungsi, Kesenjangan 
dalam sistem hukum, Akses ke layanan dan sistem negara bagian, Stakeholder dan 
sumber daya yang terbatas mempengaruhi pemberian layanan. Prioritas UNHCR 
untuk anak–anak stateless pada tahun 2017 : 
a. Anak-anak tanpa pendamping dan anak-anak berisiko diidentifikasi, dinilai, 




b. Pengembangan kapasitas mitra dalam perlindungan anak dan hak-hak anak, 
termasuk manajemen kasus untuk memaksimalkan sumber daya, 
memungkinkan akses dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. 
c. Mengurangi bahaya dan memberdayakan anak-anak dalam pengasuhan 
melalui kegiatan ramah anak dan peningkatan kesadaran. 
d. Kegiatan peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas dengan 
komunitas, orang tua dan guru untuk memperkuat dan mempertahankan 
jalur rujukan dan memastikan anak-anak aman dalam pengaturan 
pengasuhan mereka. 
e. Mengadvokasi akses anak yang peduli terhadap kesejahteraan anak negara 
dan layanan sosial 
Jumlah pasti anak-anak stateless di Malaysia tidak diketahui, namun hampir 15.394 
anak yang lahir di Malaysia antara 2012 hingga Januari 2017 gagal terdaftar sebagai 
Warga Negara Malaysia karena berbagai alasan.25 
 UNHCR di Malaysia dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi 
dengan UNHCR pusat. Program yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja 
yang telah disepakati. Hal ini dapat dilihat dari program Global Action Plan tentang 
Ending Stateless yang berisi sepuluh kerangka kerja, Malaysia hanya menyetujui 
empat kerangka kerja. UNHCR menjalankan mandat untuk menangani 
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permasalahan stateless di Malaysia dengan melakukan kegiatan untuk 
mengidentifikasi kemungkinan populasi stateless serta setiap celah hukum yang 
dapat menyebabkan keadaan stateless. Selain itu, juga mempromosikan penerbitan 
dokumen dan perolehan kewarganegaraan. Meskipun Malaysia saat ini bukan 
merupakan Negara Pihak yang meratifikasi pada Konvensi 1954 yang berkaitan 
dengan Status Stateless atau Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan 
Stateless. 
Kehadiran UNHCR di Malaysia memberikan pengaruh bagi stateless 
person. Permasalahan stateless di Malaysia yang kompeks, sehingga perlu 
penanganan yang tepat dari UNHCR. Pemerintah Malaysia yang belum memiliki 
aturan untuk menangani permasalahan stateless menjadi penyebab utama masalah 
ini sangat kompleks.  
2.3 Permasalahan Stateless Di Malaysia 
Stateless atau tanpa kewarganegaraan merupakan isu yang membutuhkan 
perhatian khusus. Status kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus 
dimiliki oleh setiap orang. Berdasarkan Article 15 of the Universal Declaration of 
Human Rights, setiap orang memiliki hak sebagai warga negara. Kewarganegaraan 
merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Hak warga 
negara dengan hak asasi manusia tentunya berbeda. Hak Asasi Manuasia (HAM) 




tanpa batas negara.26 Seluruh negara diharuskan menjamin penegakan HAM tanpa 
melihat asal negara. Sedangkan hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh 
setiap warga negara tertentu, hak ini terbatas misalnya Warga Negara Indonesia 
(WNI). Jadi hak warga negara lebih sempit dibanding HAM. Setiap orang yang 
memiliki status kewarganegaraan akan mendapatkan jaminan hidup seperti 
keamanan, kesejahteraan, keadilan dan perlindungan hukum baik nasional maupun 
internasional. Maka memiliki status kewarganegaraan penting dimiliki, karena 
untuk mendapatkan pengakuan sebagai penduduk serta menjamin ikatan hukum 
penduduk dan negara. 
Stateless person di Malaysia berawal dari masa sebelum Malaysia merdeka. 
Selama pemerintahan Kolonial Inggris berkuasa, Inggris membawa sejumlah besar 
orang dari India dan Srilanka untuk bekerja di perkebunan. Setelah Malaysia 
merdeka, kelompok ini dan keturunannya berhak memperoleh kewarganegaraan 
Malaysia berdasarkan Konstitusi Federal. Menurut UNHCR terdapat 10.000 orang 
di Malaysia Barat yang ditolak kewarganegaraannya, sedangkan jumlah di 
Malaysia Timur tidak diketahui. Orang-orang ini tidak diperbolehkan menerima 
pendidikan, pekerjaan atau perawatan kesehatan. Menurut Jamie Chai Yun Liew, 
terdapat beragam kelompok stateless di Malaysia, yaitu: (1) orang-orang yang 
menjadi warga negara sebelum kemerdekaan Malaysia (termasuk orang-orang yang 
datang untuk bekerja di perkebunan); (2) orang-orang yang kehilangan 
dokumentasi penting seperti akta kelahiran atau surat nikah; (3) anak terlantar dan 
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anak adopsi yang lahir di Malaysia; (4) anak-anak dari pernikahan campuran atau 
anak-anak yang lahir sebelum pernikahan terdaftar; (5) Penduduk asli; (6) beberapa 
pengungsi dan migran.27 
Stateless person di Malaysia kebanyakan bukanlah orang asing ataupun 
migran ilegal. Mereka lahir dan dibesarkan di Malaysia. Mereka adalah orang-
orang yang menjadi stateless bukan karena melintasi perbatasan, tetapi karena 
kurangnya kemauan politik untuk mengatur status kewarganegaraannya yang 
berhak dan juga kurangnya bantuan dari pejabat pemerintah untuk membantu 
stateless secara kemanusiaan. Mereka tidak memiliki kewarganegaraan bukan 
karena mereka tidak layak atau karena mereka curang atau menyimpang. Mereka 
tidak memiliki kewarganegaraan karena nasib buruk, keadaan yang tidak 
menguntungkan, dan kurangnya pemahaman tentang proses dan dokumentasi yang 
diperlukan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hampir semua, mereka tidak 
memiliki kewarganegaraan karena negara menolak untuk mengakui secara hukum 
bahwa mereka adalah anggota masyarakat Malaysia.  
Persebaran stateless person di Malaysia dibedakan menjadi dua bagian yaitu 
Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat atau Semenanjung 
meliputi wilayah Perak, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, 
Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Selagor, Perlis, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 
Kelompok stateless di Malaysia Barat yang menjadi perhatian di bawah mandat 
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UNHCR adalah Komunitas Tamil Indian. Mereka datang dari India pada abad ke-
19 untuk bekerja di perkebunan karet dan layanan publik saat Malaysia masih di 
bawah kekuasaan kolonial Inggris.28 Komunitas ini telah menghadapi tantangan 
terkait dengan dokumentasi identitas dan konfirmasi kewarganegaraan Malaysia 
selama bertahun-tahun. Sebagian besar orang India berada di Malaysia selama tiga 
atau empat generasi, Orang-orang ini dengan kelahiran orang Malaysia, tetapi 
karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran mereka tentang pentingnya dokumen 
sehingga menjadi stateless. Dalam kasus lain, non-registrasi terjadi karena beberapa 
orang tua tidak mendaftarkan kelahiran anak mereka dalam masa wajib 14 hari yang 
ditentukan atau setelah itu karena takut didenda atau ditegur oleh pejabat 
Pendaftaran Nasional. Demikian pula karena buta huruf atau kurang pendidikan, 
mereka tidak dapat bersinggungan dengan lancar dalam Bahasa Malaysia.29 
Akibatnya, mereka tidak dapat berkomunikasi secara efektif dengan pejabat 
pemerintah dan menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur dan persyaratan 
birokrasi mereka. Etnis India juga menerima diskriminasi dalam agama, sosial dan 
ekonomi.  
Wilayah Malaysia Timur terdiri dari wilayah Sabah, Serawak dan Labuan. 
Jumlah stateless person di Malaysia Timur sulit diketahui, terutama terkait migrasi 
campuran di Sabah, lebih sulit lagi untuk menjalankan program stateless dengan 
fakta bahwa UNHCR belum memiliki kantor di Sabah sejak tahun 1980-an. 
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Kebanyakan stateless person tinggal di daerah terpencil sehingga tidak mampu 
melakukan perjalanan ke kota di mana konsulat dapat ditemukan, dan seringkali 
bahkan tidak mengetahui prosedurnya. Kelompok stateless di Malaysia Timur yang 
menjadi perhatian di bawah mandat UNHCR terdiri dari:30 
1. Komunitas "Orang Asli" 
2. Gipsi laut (Bajau Laut) di Sabah 
3. Pekerja migran Indonesia dan keturunan mereka (yang mungkin telah 
kehilangan kewarganegaraan Indonesia sebagai hasil telah 
menghabiskan lebih dari lima tahun ke luar negeri sebelum 2006 tanpa 
pendaftaran konsuler) 
4. Anak-anak tidak berdokumen yang lahir dari migran asing tidak 
berdokumen 
5. Keturunan pengungsi Muslim Filipina yang tidak memiliki dokumentasi 
identitas  
6. anak-anak tidak berdokumen di panti asuhan pemerintah 
7. anak-anak tidak berdokumen dalam penahanan di Sabah yang 
sebelumnya adalah anak jalanan tetapi kemudian ditangkap oleh pihak 
berwenang.  
8. Beberapa pengungsi stateless, khususnya Rohingya dari Myanmar dan 
beberapa warga Palestina.  
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Fakta bahwa stateless di Malaysia tidak memiliki kartu identitas kebangsaan, 
menempatkan mereka dengan risiko penangkapan dan penahanan dan membatasi 
akses mereka ke pekerjaan, pendidikan dan perawatan kesehatan. 
Stateless person di wilayah Malaysia Timur kebanyakan di Sabah. Sabah 
merupakan rumah bagi ribuan stateless person yang sudah lama tinggal. Pada tahun 
2010, wilayah Sabah terdiri atas 27,7% (889.779) stateless dibandingkan dengan 
72,3% (2.316.963) warga Malaysia.31 Kondisi ini terjadi karena kurangnya akses ke 
pendaftaran kelahiran, kurangnya dokumentasi memperkuat tantangan dalam 
menjelaskan tentang kewarganegaraan. Kurangnya pengakuan dan identifikasi 
kewarganegaraan juga merupakan tantangan.32 Menurut UNDP, populasi di Sabah 
yang dianggap stateless termasuk; 1) Warga negara yang tidak berdokumen (orang 
asli seperti Dusun, Rungus (sub-kelompok Dusun), Iban dan Muru; 2) Pengungsi 
Filipina termasuk orang Suluk dan migran Indonesia; 3) Bajau Laut; dan 4) orang 
lain yang tidak berdokumen termasuk anak-anak dari pekerja migran.33 
Salah satu stateless person di Sabah adalah orang Filipina atau migran 
Indonesia yang datang ke Sabah pada tahun 1970-an.34 Hal ini dipengaruhi oleh 
permintaan tenaga kerja murah di perkebunan kayu dan kelapa sawit yang menarik 
ribuan migran ke Sabah. Meskipun Sabah ekonominya bergantung pada tenaga 
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kerja migran, kebijakan imigrasi yang ketat tetap diimplementasikan untuk menjaga 
kepentingan Malaysia dan mengurangi pengaruh yang mungkin dimiliki komunitas 
stateless ini, jika diberikan hak yang sama.  
Stateless person di Sabah kesulitan dalam bekerja. Hal tersebut misalnya 
wanita stateless yang ditemukan hamil saat bekerja di Malaysia berisiko dideportasi 
dengan segera. Bagi ribuan stateless yang tinggal dan bekerja di negara itu, 
ketakutan untuk mengungkapkan kehadiran mereka kepada pihak berwenang 
memengaruhi keputusan mereka untuk melahirkan di rumah sakit atau tidak. 
Penduduk setempat semakin tidak toleran terhadap orang asing di negara bagian 
itu. Terlepas dari berapa telah berada di Sabah, penduduk setempat merasa mereka 
bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan penyakit sosial yang tidak diinginkan 
ke dalam masyarakat Sabah.35  
Kelompok minoritas seperti Dusun dan Iban merupakan salah satu 
kelompok stateless di Sabah. Kelompok tersebut seringkali dibiarkan tidak 
berdokumen dan berisiko mengalami stateless karena mereka tidak tunduk pada 
pencatatan kelahiran secara langsung dan universal. Dengan tidak adanya 
perwakilan politik di Dewan Legislatif Malaysia, kebutuhan mereka seringkali 
tidak terpenuhi dan hak-hak mereka tidak dijamin. Lahir di Sabah atau Sarawak 
tidak otomatis membuat seseorang menjadi warga negara Malaysia. Salah satu 
orang tua anak juga harus berkewarganegaraan Malaysia. Tetapi bahkan jika salah 
satu orang tua adalah orang Malaysia, tanpa dokumen yang tepat untuk 
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membuktikannya, anak tersebut tetap stateless. Begitu pula anak-anaknya,  Banyak 
stateless yang mungkin memenuhi syarat untuk kewarganegaraan tidak tahu 
bagaimana caranya mendapatkan dokumen yang relevan dan dihadapkan pada 
proses yang panjang. Penduduk Sabah yang tidak berdokumen takut akan eksposur 
dan pengusiran. Hal ini akan mengarah pada keengganan untuk mencatat kelahiran 
anak mereka, sehingga siklus terus berlanjut. 
Suku Bajau atau Sama Dilaut juga merupakan salah satu kelompok yang 
termasuk stateless di Sabah. Bajau Laut termasuk dalam kelompok manusia sea-
nomaden dan normadic boat people. Sabah adalah satu-satunya negara bagian di 
Malaysia yang memiliki populasi Bajau ini terutama di distrik Semporna (pantai 
timur) Tawau seperti Bangau-Bangau (Semporna), Labuan Haj (Pulau Bum-Bum), 
Pulau Gusungan, Pulau Mabul, Taman Laut Tun, Taman Laut Tun Karung dan 
sekitar perairan Semporna.36 Jumlahnya ini tidak dapat ditentukan secara pasti, 
namun diperkirakan hanya 5.000-7.000 orang. Sama Dilaut kebanyakan merupakan 
keturunan pengungsi yang melarikan diri setelah kerusuhan sipil dan 
pemberontakan Islam di Filipina selatan pada tahun 1970-an.37 Pemukiman Bajau 
kebanyakan berada di Pulau Mabul yang berasal dari perairan Pulau Sitangkai, yang 
berbatasan dengan perairan internasional Filipina-Malaysia. Bajau Laut tidak 
dianggap secara hukum sebagai warga negara kedua negara karena tidak menetap 
                                                          
36 Ismail Ali, 2011, Komunitas Orang Tanpa Negara (Stateless People) Di Sabah: Studi Kasus 
Masyarakat Bajau Laut Di Pulau Mabul, Semporna, Universiti Sabah Malaysia : Pusat Penataran 
Iimu 
37 Helen Brunt, Stateless at sea, Diakses dalam: http://children.worldsstateless.org/3/childhood-





di daratan pulau-pulau Filipina maupun Malaysia, tetapi bergerak bebas di Laut. 
Hal ini dapat dikatakan bahwa ambiguitas kewarganegaraan dan posisi mereka di 
perairan Sabah-Filipina telah menyebabkan Bajau Laut diklasifikasikan sebagai 
stateless daripada imigran dan pengungsi ilegal.  
Kaum Rohingya merupakan kelompok stateless yang menyebar di seluruh 
wilayah Malaysia. Kelompok ini tidak memiliki sarana perlindungan. Kebanyakan 
kaum Rohingya di Malaysia bersedia untuk pekerjaan kasar di pasar atau 
perkebunan. Mereka juga melakukan dagang kecil-kecilan yang tidak terdaftar. 
Selain itu, status hukum yang tidak jelas menempatkan mereka pada posisi tawar-
menawar yang lemah dalam memberi pekerjaan. Kurangnya status hukum juga 
berarti bahwa mereka tidak dapat membeli tempat tinggal secara legal dan harus 
tinggal di manapun yang mereka bisa temukan. Meskipun hidup sulit untuk kaum 
Rohingya, banyak dari mereka masih memilih untuk hidup di Malaysia. Dalam 
beberapa kasus, mereka paham sulitnya mendapatkan kewarganegaraan di 
Malaysia setelah tinggal disana selama dua dekade. Namun, diatas faktor lain 
seperti ikatan keluarga dan terbiasa dengan tempatnya, Malaysia lebih baik dalam 
hal relijius, karena Malaysia adalah negara muslim. Dengan pengertian ini, 
mayoritas pengungsi Muslim Rohingya percaya bahwa akan lebih mudah bagi 
mereka untuk melaksanakan ibadah di Malaysia dibandingkan dengan di negara-
negara barat.38  
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Faktor yang menimbulkan keberadaan stateless person di Malaysia sangat 
kompleks. Hal ini sepeti sulitnya komunikasi atau pergerakan karena lokasi-lokasi 
yang terpencil diperparah dengan buta huruf atau ketidaktahuan tentang perlunya 
dokumentasi resmi.39 Stateless juga dapat dipengaruhi oleh agama, norma dan 
orang tua yang memilih untuk tidak mendaftarkan persalinan untuk dihindari dari 
stigma sosial. Namun yang sering terjadi adalah ketidaktahuan di pihak orang tua, 
suatu kondisi terkait dengan masalah buta huruf, geografis, kesulitan ekonomi dan 
ketidaknyamanan. Masalah buta huruf dan bahasa tentang proses aplikasi, termasuk 
ketika stateless diwawancarai oleh petugas National Registration Department 
(NRD). Stateless person harus memberikan dokumen pendukung untuk aplikasi 
mereka. Namun dokumen ini kebanyakan hilang atau rusak hingga kesalahan ketik 
di akta kelahiran. Stateless juga menghadapi tantangan karena prosedur dan 
persyaratan NRD, termasuk prosedur yang sudah ada mengharuskan kehadiran dua 
saksi, minimal 15 tahun lebih tua dari subjek, untuk memulai pencatatan kelahiran 
terlambat. Selain itu, menurut DHRRA, mereka yang memiliki dokumen yang 
benar tidak dijamin kewarganegaraannya. Beberapa dari mereka harus mengajukan 
permohonan kembali sebanyak tiga hingga empat kali selama beberapa tahun untuk 
akhirnya diakui sebagai warga negara Malaysia. 
Banyak orang Malaysia yang tidak mau pekerjaan yang mereka anggap 
kotor, berbahaya, atau bergaji rendah. Jadi selalu ada permintaan yang sangat besar 
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untuk sektor ekonomi informal. Pada sektor ini, stateless person akan dibayar 
sedikit, mereka akan dimanfaatkan. Meskipun seorang stateless telah lama tinggal 
dan dilahirkan di Malaysia bahkan menikah dengan warga negara Malaysia, ia tidak 
akan diberi kewarganegaraan Malaysia. Bagi stateless yang lahir di Malaysia, di 
akta kelahiran mereka secara khusus tertulis bahwa mereka “Bukan Warga Negara” 
dan mendapatkan akta merah.40 Dalam beberapa kasus, sejumlah stateless diberikan 
kewarganegaraan, terutama saat mendekati atau dalam masa pemilihan umum di 
Malaysia, sebagai imbalan untuk dukungan politik.41 
Hak atas kewarganegaraan diakui sebagai hak asasi manusia yang 
fundamental dan merupakan prasyarat untuk menikmati hak dan layanan dasar 
lainnya. Keadaan stateless sangat membatasi kesempatan hidup dan kesejahteraan 
individu meskipun dilahirkan dan secara permanen tinggal di negara itu sepanjang 
hidup mereka. Stateless tidak dapat mengakses pendidikan, perawatan kesehatan, 
pekerjaan dan bisnis, perumahan, jaminan sosial, kebebasan bergerak, yang 
semuanya mengarah pada masalah sosial yang serius. Warga Malaysia dapat 
menggunakan Identity Card (IC) mereka untuk penggunaan transportasi umum 
tanpa batas dengan biaya nominal RM100 (US $ 23) sebulan.42 Namun, aturan ini 
tidak berlaku untuk orang asing atau mereka yang tidak memiliki IC. Selain itu, 
biaya perawatan kesehatan di Malaysia lebih tinggi untuk non-warga negara yang 
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berarti bahwa orang asing, termasuk stateless person tanpa IC perlu membayar 
lebih untuk pengobatan di klinik dan rumah sakit setempat. Stateless juga tidak 
dapat membuka rekening bank atau bahkan mendaftarkan saluran telepon seluler 
karena memiliki MyKad adalah prasyarat untuk banyak layanan dan fasilitas 
dasar.43 Selain itu, mereka tidak akan dapat mendaftarkan pernikahan mereka dan 
kemungkinan besar akan meneruskan stateless mereka kepada anak-anak mereka, 
sehingga menciptakan siklus stateless antar generasi. 
 UNHCR juga telah mengidentifikasi stateless di antara anak-anak. Hal ini 
karena menyangkut masa depan anak anak yang memiliki keturunan stateless. 
Konstitusi Federal 2nd Schedule, Part II, Section 1(a), menyatakan bahwa setiap 
orang yang lahir di Malaysia dengan setidaknya satu orang tua Malaysia menjadi 
warga negara karena hukum.44 Menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak 1989 
(CRC), setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan akan memiliki hak 
sejak lahir atas nama dan hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Namun, 
seorang anak yang lahir di Malaysia tidak secara otomatis mendapatkan 
kewarganegaraan Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 
terciptanya stateless pada anak yaitu: kegagalan pendaftaran pernikahan oleh orang 
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tua mereka, kelahiran tidak terdaftar, anak adopsi atau terlantar, anak-anak 
pengungsi dan migran tidak berdokumen.45 
Sejak 2006, anak–anak stateless sulit untuk membuktikan 
kewarganegaraan. Meskipun dokumen tersedia pada saat aplikasi, kriteria dan 
proses untuk aplikasi dibatasi. Banyak orang tua pekerja migran dan masyarakat 
adat tidak mengetahui prosedur aplikasi untuk mendapatkan dokumen atau tidak 
mampu membayar biaya perjalanan atau tengkulak yang diperlukan untuk 
mendaftarkan anak. Selain itu, Malaysia tidak mempraktikkan atau menjamin 
kewarganegaraan sejak lahir saja. Seorang anak harus memiliki orang tua dengan 
Kartu Identitas Malaysia untuk mengonfirmasi kewarganegaraan. Orang tua asing 
harus mendaftarkan bayi baru lahir ke kantor konsulat masing-masing. Pekerja 
asing tidak diperbolehkan menikah menurut undang-undang imigrasi Malaysia, 
oleh karena itu pernikahan migran dilakukan melalui ritual adat atau agama saja. 
Jika suatu pasangan memiliki anak, mereka tidak dapat mencatatkan kelahirannya 
karena mereka tidak menikah secara resmi. 
Sejak 1991, Borneo Child Aid Society Sabah (BCAS), sebuah LSM 
independen yang terdaftar di Malaysia, telah bekerja untuk memberikan pendidikan 
pada anak–anak stateless.46 Lembaga memberikan pendidikan kepada anak-anak 
berusia 3 hingga 16 tahun yang tidak memiliki akses ke sekolah karena status 
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hukum, kemiskinan, atau jarak. BCAS mendidik lebih dari 1.300 anak di kota 
Lahad Datu, Semporna, dan Kalabakan, dan menyediakan mata pelajaran utama 
Bahasa Malaysia (Bahasa Melayu), Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains, serta 
seni dan kegiatan seperti menyanyi dan menari. Tiga pusat pembelajaran pertama 
dimulai pada tahun 1991 di Lahad Datu atas permintaan orang tua dan anak-anak 
setempat di perkebunan. Sejak itu, Lembaga telah berkembang pesat dengan lebih 
dari 10.000 anak di lebih dari 115 pusat pembelajaran saat ini. Lembaga ini bekerja 
sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mempertahankan lisensinya 
untuk mengoperasikan pusat pembelajaran. Beberapa perusahaan kelapa sawit juga 
mendukung upaya BCAS sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial 
perusahaan mereka, menawarkan fasilitas untuk belajar anak-anak.  
Salah satu usaha BCAS yang unik adalah sekolah terapung Bajau Laut. 
Minoritas Bajau Laut adalah pelaut tradisional yang sebagian besar hidup di atas 
kapal keluarga. Kurangnya status hukum mereka membuat banyak anak tidak dapat 
bersekolah di sekolah negeri. BCAS memulai sekolah “terapung” dengan 
kurikulum khusus yang dikembangkan oleh World Wide Fund For Nature (WWF). 
Kurikulum tersebut mengajarkan mengenai penangkapan ikan yang berkelanjutan 
dan perlindungan terumbu karang. Sejauh ini, hasil menunjukkan keberhasilan 
BCAS yaitu kurang dari 10 persen anak yang berakhir di jalan. Lebih dari separuh 
anak BCAS yang lulus dari kelas 6 bersekolah di sekolah menengah ketika mereka 
kembali ke Indonesia atau Filipina. The Asia Foundation mendukung BCAS 
melalui program Books for Asia yang menyediakan buku dan sumber berbahasa 




Anak–anak stateless dirampas haknya atas pendidikan karena undang-
undang hanya mengizinkan anak-anak warga negara untuk bersekolah di sekolah 
umum. Anak-anak non-warga negara dibebani dengan biaya sekolah yang mahal 
atau terpaksa bersekolah di sekolah alternatif yang tidak mampu menyediakan 
pendidikan yang berstandar dan berkualitas. Anak–anak stateless juga tidak 
diberikan perawatan medis gratis, mudah dieksploitasi dan dilecehkan. Hasil 
konsultasi dan dialog yang diselenggarakan OCC dengan pemerintah dan lembaga 
swadaya masyarakat mengenai masalah ini, terdapat tiga alasan utama mengapa 
anak anak stateless ada di Malaysia. Pertama, karena penyimpangan perkawinan 
yang berujung pada kelahiran di luar nikah (diskriminasi anak yang lahir di luar 
nikah); kedua, tentang masalah inkonsistensi prosedur di NRD di tingkat distrik dan 
negara bagian; dan ketiga, undang-undang yang dirujuk untuk pokok bahasan, 
yaitu, Konstitusi Federal dan Undang-undang Adopsi 1952 perlu direformasi.47 
2.4 Kebijakan Pemerintah Malaysia Terhadap Stateless 
Malaysia adalah satu dari dua puluh lima negara yang menolak perempuan 
dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memberikan kewarganegaraan pada 
anak-anak mereka.48 Pria Malaysia memiliki hak untuk memberikan 
kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di luar negeri melalui pendaftaran. 
Wanita Malaysia tidak memiliki hak yang sama dan harus mengajukan permohonan 
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kewarganegaraan kepada anak-anak mereka, seringkali menunggu selama 
bertahun-tahun untuk mendapatkan tanggapan. Ketentuan seperti itu secara khusus 
mempengaruhi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran atau mereka yang 
lahir di luar wilayah negara bagian mereka.  
Dalam hal melindungi stateless, Malaysia mengandalkan perlindungan 
Konstitusional karena bukan merupakan Negara Pihak pada Konvensi 1954 yang 
berkaitan dengan Status Stateless Person atau Konvensi 1961 tentang Pengurangan 
Statelessness. Malaysia menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
dan Konvensi Hak Anak, yang keduanya memberikan hak kewarganegaraan. 
Konstitusi federal telah mengizinkan seorang anak yang telah lahir di wilayah 
Malaysia, yang mana tidak lahir sebagai warga negara lain dan tidak memperoleh 
kewarganegaraan dari negara lain. Anak tersebut bisa memperoleh 
kewarganegaraan Malaysia berdasarkan hukum dengan syarat pendaftaran dalam 
batas waktu satu tahun sejak kelahirannya.49 Namun kenyataannya, Malaysia tidak 
pernah memberikan kewarganegaraan kepada seorang anak dengan persyaratan 
seperti itu.50 Jadi, meskipun sudah ada hukum yang mengatur, dalam praktiknya 
Malaysia belum melaksanakan hukum tersebut. Hukum kewarganegaraan Malaysia 
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tidak memberikan perlindungan terhadap stateless. Jadi di Malaysia, cara legal 
untuk mendapatkan kewarganegaraan terlalu rumit51. 
Malaysia juga merupakan salah satu dari tiga negara yang menolak hak yang 
sama bagi laki-laki dengan perempuan untuk memberikan kewarganegaraan pada 
anak yang lahir di luar perkawinan sah.52 Diskriminasi gender dalam undang-
undang Malaysia adalah akar penyebab statelessness di Malaysia. Menurut Wakil 
Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ismail Mohamed Said, pemerintah Malaysia 
tidak dapat mengizinkan ibu Malaysia untuk mewariskan kewarganegaraan mereka 
kepada anak-anak mereka yang lahir di luar negeri kepada pasangan asing karena 
ancaman yang diklaim terhadap keamanan nasional, dengan kemungkinan 
kewarganegaraan ganda dan klaimnya bahwa negara lain memiliki praktik di mana 
kebanyakan anak yang lahir di luar negeri mengikuti kewarganegaraan ayahnya.  
Pemerintah Malaysia melakukan berbagai upaya untuk membantu 
masyarakat dalam pengajuan akta kelahiran, termasuk menyelenggarakan program 
penjangkauan seperti MyDaftar dan program registrasi keliling di Sabah, Sarawak, 
dan Malaysia Barat. Pemerintah juga menyiapkan loket di kantor pusat National 
Registration Department (NRD), cabang Urban Transformation Center (UTC) dan 
Rural Transformation Centres (RTC) setiap hari serta mengadakan hari pelanggan 
di Kementerian Dalam Negeri. Sejak tahun 2017, Pemerintah Malaysia 
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menambahkan statelessness ke agenda kebijakan nasional, meskipun fokus adalah 
penduduk Tamil di Malaysia Barat. Rencananya bagi orang Tamil adalah 
menyelesaikan masalah dokumentasi dan statelessness dalam waktu 5 tahun. 
Selama periode 2013 hingga 2018, NRD dilaporkan mencatat 111.142 aplikasi 
kewarganegaraan dengan 26.222 di antaranya ditolak, sementara 54.222 sedang 
diproses termasuk 27.835 aplikasi berdasarkan Pasal 15A Konstitusi Federal untuk 
anak-anak stateless.53 Pasal 15A menyatakan bahwa pemerintah federal dapat 
mendaftarkan anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun sebagai warga negara 
Malaysia dalam “keadaan khusus yang dianggap sesuai”, dengan permohonan atas 
nama anak-anak stateless oleh orang tua kandung atau angkat mereka.  
Secara domestik, kerangka hukum utama Malaysia dalam mengawasi rezim 
imigrasi terangkum dalam Undang-Undang Keimigrasian (Immigration Act) 
1959/1963. Walaupun undang-undang tersebut tidak menulis istilah ‘stateless’, 
namun masih menetapkan kriteria migran legal dan cara untuk masuk ke Malaysia 
secara legal. Selain itu, undang-undang tersebut juga menyediakan kerangka kerja 
untuk melawan imigran ilegal atau orang-orang yang masuk Malaysia tidak sesuai 
dengan hukum. Dalam bab 6 di undang-undang ini, Malaysia membenarkan 
beberapa cara untuk masuk ke negaranya, meski tidak merujuk secara eksplisit 
kepada pengungsi, stateless dan dokumen yang diperlukan oleh pengungsi untuk 
secara aman dan legal masuk wilayah Malaysia. Ketidakmampuan untuk 
mendapatkan dokumen legal untuk masuk ke Malaysia akan berakibat hukuman 
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penjara tidak lebih dari lima tahun bagi pengungsi yang dianggap ilegal, denda 
MYR10.000 (US $ 2.600) dan hukuman cambuk tidak lebih dari enam cambukan 
di bawah Undang-Undang Imigrasi. 
Malaysia memiliki kerangka hukum untuk penahanan yang dianggap 
imigran ilegal. Bab 5 dari Undang-undang Paspor (Passport Act) 1966 memberikan 
kerangka kerja hukum untuk menahan imigran yang secara tidak sah masuk ke 
Malaysia dengan kapal, selama mereka masih dalam wilayah laut Malaysia. Selain 
itu, lewat Undang-undang Keamanan Internal (Internal Security Act) 1960, 
pemerintah sebelumnya telah menganggap imigran ilegal sebagai ancaman yang 
cukup serius terhadap keamanan nasional, sehingga penahanan tanpa pemeriksaan 
pengadilan terhadap imigran dan penyelundup dibenarkan.54 Undang-undang 
Keamanan Internal sejak saat itu telah digantikan oleh Undang-undang Pelanggaran 
Keamanan (Tindakan Khusus) [Security Offences (Special Measure) Act] 2012. 
Perwujudan kedua hukum tersebut adalah membenarkan penahanan imigran ilegal 
di Malaysia.55 Kurangnya kerangka kerja hukum menciptakan situasi yang sulit 
sehubungan dengan stateless. UNHCR yang telah menjadi pelaku utama dalam 
persoalan stateless di Malaysia beroperasi, tidak ada perjanjian tertulis yang 
memberi UNHCR kuasa. UNHCR hanya dapat menawarkan bantuan terbatas dan 
perlindungan terhadap stateless seperti bantuan materiil dan kolaborasi dengan 
LSM.  
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Menurut Konstitusi Federal, metode untuk mendapatkan kewarganegaraan 
Malaysia yaitu: kewarganegaraan berdasarkan hukum, pendaftaran, naturalisasi. 
Untuk memperoleh kewarganegaraan karena hukum berdasarkan Konstitusi 
Federal pasal 14 poin IIs sch I, stateless person harus membuktikan bahwa (i) 
mereka lahir di Malaysia; dan (ii) lahir dari 'orang tua kandung yang salah satunya 
setidaknya pada saat lahir menjadi warga negara atau penduduk tetap di Federasi. 
Hukum Malaysia juga mengkategorikan kewarganegaraan bagi penduduk yang 
lahir pada tanggal 31 Agustus 1957 (Hari Merdeka) dan membentuk federasi pada 
16 September 1963. Ayat 14 (1), bahwa setiap orang yang lahir sebelum Hari 
Malaysia yang menjadi warga negara Federasi secara otomatis menjadi warga 
negara. Selain itu, ss 16 dan 16A dari Konstitusi Federal menyatakan bahwa, 
kewarganegaraan dengan pendaftaran kepada orang-orang yang lahir di Malaysia 
sebelum Hari Merdeka di mana mereka dapat menunjukkan bahwa mereka telah 
tinggal di Malaysia tujuh tahun sebelum tanggal tersebut, mereka bermaksud untuk 
tinggal secara permanen di Malaysia, memiliki karakter baik dan memiliki 
pengetahuan dasar bahasa Melayu. Konstitusi Federal pasal 14 poin IIs sch II 
menyatakan bahwa apabila orang tua seseorang tidak kawin secara sah, maka 
kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ibu dan bukan 
kewarganegaraan bapak. Jadi, jika seorang anak dianggap 'tidak sah', anak tersebut 
tidak dapat memperoleh keuntungan dari memperoleh kewarganegaraan dari 
ayahnya, bahkan jika dia adalah satu-satunya orang tuanya di Malaysia. 
Pendaftaran juga menyediakan sarana untuk memperoleh kewarganegaraan. 




otomatis (karena hukum). Pasal 15A memberikan kewenangan keleluasaan yang 
luas kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan kewarganegaraan kepada 
siapa pun yang berusia kurang dari 21 tahun. Keputusan yang dibuat melalui pasal 
15 (A) hanya berlaku untuk anak-anak, atas kehendak Menteri dan tidak sekuat 
mendapatkan kewarganegaraan karena hukum. Sedangkan dalam pasal 19, 
kewarganegaraan melalui naturalisasi mensyaratkan bahwa pemohon berusia diatas 
21 tahun dan tinggal di Malaysia selama setidaknya lima dari tujuh tahun. 
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis telah memaparkan berdasarkan data 
data mengenai permasalahan stateless yang terjadi di Malaysia. Permasalahan 
stateless mengenai faktor faktor yang melatarbelakangi, guna mengatasi 
permasalahan ini, diperlukan peran UNHCR sebagai organisasi internasional yang 
memiliki mandat untuk mengurangi stateless agar melakukan penanganan yang 
tepat dalam mengurangi permasalahan stateless di Malaysia. 
 
